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SAMPAH, satu dari tlga, ‘

persoalan dasar yang dih-
adapi Kota Denpasar. Lain-
nya adalah lalu lintas dan
kependudukan. ‘Dari tiga hal
itu, pen anan sampah ser-
ing menj d1qorotan Terlebih,
volume sampah yang dihasil-
kan warga kota berkisar 2.700
sampai 3.000 meter kubik per
harinya. Sementa:
yang ;h "111k1 se anyak 89
dump t uk 11 dump truk
compacts

armada

mﬁlah armada

1tu lum dapat dikatan opti-
sebab beberapa ailada
nongkrong 'ena rus
Belum maksimalnya pen-
anganan sampah di Denpasar
 ini bisa dilihat dari tumpukan
“sampah di sejumlah depo dan
tempat pembuangan sementa-
ada di pingir-pinggir

‘kinerja Dinas Kebersihan

dam

5

27 April 2015)

%
Jalah tama. Kondisi ini tentu
menjadi catata [% terhadap

‘ waktu eng. ,"gkutan,
_,kaadayan%kur"_ beres

LUBER Tumpwkia.n sampah meluber di d
apangan Buyung, Dvnpaaar (Foto diambil pada
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Bisa jadi ini masalah ar-
mada yang kurang, atau pola
pengangkutan yang perlu
diperbaiki,” ujar Sukarmana.
Persoalan krusial ini be-
lum terta ani secara masi-
mal, malah Kebersihan
dan Pertamanan (DKP) Kota

ﬁ ‘taman e
&wintan Bahkan DKP

akan menggelontor Rp-3,5
mﬁiarqlanya untuk mem-
buat air mancur. “Ini kan

belakangan ‘Semestinya
Dl% bisa membuat program
dengan skala prioritas,” ujar

Sukarmana, politisi yang juga

pengacara ini.

Di sisi lain, jajaran KDmISI
IV DPRD Denpasar menilai
perlu me! kajlan untuk
pengadaan air mancur ini. Hal
ini penting dilakukan untuk
menghindari adanya keluhan
di kemudian hari, sehingga
dana yang dikeluarkan tidak
mubazilz.s ; arus ada ka_]&:ﬁ
yang jelas dulu, sehingga ti

mubazir

! _‘_eluarkan dana__

Secara Maksimal

Gede Semara mengung-
kapkan, sejumlah persoalan
krusial yang masih menjadi
tanggung jawab DKP, yakni
armada pengangkut sampah.
Meskipun jumlahnya cukup
banyak, namun beberapa unit
armada tidak bisa berfungsi
maksimal karena rusak. “Apa
tidak sebaiknya mengadakan
—armada kecil seperti mobhil pick- _
up untuk ngangkut sampah
daripada air mancur. Ini perlu
kajian matang,” ujar poht1s1
Demokrat asal Sesetan ini.

Bukan hanya itu, penataan
pohon. perindang yang ada di -
Denpasar juga belum
kan dengan baik. Aknbatnya
wajah kota menjadi gersang.
Banyak pohon perindang yang
rencananya dilakukan perema-
jaan tidak jalan sampai seka-
rang. “Kenapa seperti ini.
Padahal kota lain sepertinya
berlomba untuk membuat ko-

tanya makin rindang, seperti

Surabaya,” katanya.
Sementara itu, A.A. Gede
Widaada menilai dana yang
dianggarkan untuk penataan
taman di Lumintang masih
sangat jauh dari ideal. Ter-
lebih, beberapa fasilitas di
taman kota itu banyak yang

perlupenanganan leblhlamnt
Mlsalnya saja ]alur jongging
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 track|yang ﬁelmgkan ‘,; ma
kota |itu kondisinya ku
baik. Demﬂnan pula

‘nan tpilet yang ada di sebelah

sisi imur taman kota
letaknya tidak bagus. Akiba
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Bupati Kamis (4/6) kemarin,
- membenarkan jika telah me-
mutuskan untuk member-
hentikan Kabid Bina Marga
Dinas PU Buleleng. Puspaka
mengatakan, pemberhentian
ini diputuskan semata-mata
untuk menyelamatkan agar
tugas-tugas dinas dan pelak-
sanaan proyek infrastruktur
fisik di Buleleng tidak ter-
ganggu. Selain itu, keputusan
ini untuk memberikan kesem-
patan kepada yang bersangku-
tan untuk fokus dalam mengh-
adapi permasalahaan hukum
yang tengah dihadapinya.
Dengan penggantian ini,
pihaknya berharap tugas-
tugas dinas di Bidang Bina
Marga dan utamanya proyek
infrastruktur fisik kembali
bisa berjalan seperti semu-
la. “Kita sudah mengambil
keputusan dan menghentikan
yang bersangkutan. Langkah
ini untuk mengatasi jangan

ﬁa di Tersangka,

Bina Marga PU

Badan Pektlmbangan Kepegawamn (Bapek) Daprah akhirnya me-
- nentukan sikap menyusul ditahannya Kepala .
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Buleleng, Made Suwitra. Suwitra yang

_ ¢ kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangu-
an di Desa Lemukih Kecamatan Sawan ini resmi dicopot.
n menugaskan Sekretaris Dinas PU Buleleng Nyoman
a sebagal Plh. Kabid Bina Marga sekaligus sebagai Pe-

idang Bina Marga

a5

terbengkalai apalagi proyek
fisik di daerah kita sedang
berjalan, dan kepada pejabat
yvang sudah diberikan tugas
tambahan ini bisa bekerja
denga(fl optimal,” tegasnya.

ak hanya memutus-
kan memberhentikan jabatan
Kabid Bina Marga dan PPK,
Bapek juga tengah meng-
godok terkait sanksi secara
kepegawaian terhadap Made
Suwitra. Hanya, sanksi itu
akan dijatuhkan setelah
nantinya proses hukum din-
yatakan tuntas oleh pihak
penegak hukum. Langkah ini
ditempuh oleh BaPek dengan
mengedepankan aspek pra-
duga tidak bersalah terhadap
perbuatan yang dilakukan
oleh seorang pejabat pemer-
intah. “Sanksi kepegawaian
ini pasti ada, tapi kita masih
menunggu sampai ada proses
hukum dari pihak penegak
hukum. Kita juga berpegang

|

p i l)et;la Ketut Puspaka, M.P.  BaliPostmud  gampai tugas-tugas dmas itu - pada praduga tidak bersalah
]l_ ; == e e muosas A ==
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torhadap pesbustan yang

Perencana: Pemhahgunan
Daerah (Bappeda) Buleleng

3 | § ok A SRR
Dihubungi terpisah, Kepala

Dinas Pekerjaan Umum (PU)
Buleleng, Nyoman Gede Sury-
awan, membenarkan kalau
sekretarisnya Suparta Wijaya
ditunjuk sebaga Plh. Kabid
Bina Marga. Kemarin, Surat
Keputusan (SK) tersebut telah

_ diterima oleh yang bersangku-
tan, untuk selanjutnya mulai
melaksanakan tugas-tugas

tambahan yang telah diberi-
kan. Suryawan pun berharap
pekerjaan bidang Bina Marga
terutama menyangkut proyek
infrastruktur fisik, baik yang
telah berjalan maupun dalam
proses, dapat dikerjakan den-
gan sebaik-baiknya. 5
_ Untuk diketahui, penyidik
Polda Bali menetapkan Made
Suwitra sebagai tersangka
kasus dugaan tindak pidana

-red) Lebong dan Sungai Api
 dibiayai dari APBD Buleleng
%aliuﬁian‘gg‘aran 2013 yang
idalu iknifji Rp 2,5 miliar.
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Karangasem Gagal

Raih

redikat WTP

Amlapura (Bali Post) -

 Kabupaten Karangasem ta-
hun ini kembali gagal meraih
predikat WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian). Dalam penila-
ian BPK Perwakilan Bali,
Karangasem masih bertahan
dengan predikat WDP (Wajar
Dengan Pengecualian). Kega-
galan tersebut, disebabkan
sejumlah masalah. Antara
lain, masalah pengélolaan
aset yang belum tuntas dan
bantuan fisik dari pemerintah
pusat kepada Karangasem
yang belum beres. "

Hasil ini diungkapkan Bu-
pati Karangasem, I Wayan
Geredeg, usai menghadiri Ge-
byar PBB-P2 di Aula Pemkab
Karangasem, Kamis (4/6) ke-
marin. Terkait predikat WDP,
pihaknya sudah bekerja keras.
Gagal meraih WTP diakui
sudah menjadi kansekuensi
daerah seperti Karangasem
yang masih banyak meminta
kepada pemerintah pusat

atau provinsi. Dari pemerik-

saan BPK, Bupati Geredeg
mengungkapkan yang men-
jadi catatan tebal BPK adalah:
masalah pengelolaan aset.
Contohnya, ada proyek yang
diberikan dari pemerintah
pusat, seperti proyek air ber-
sih yang belum bisa dikelol
pemeriritah daerah. !
Hal ini diakui malah men-
jadi dilematis. Di mana pe-
merintah pusat belum berani
menyerahkan kepada kabu-
paten, karena masih dalam
pemeliharaan. Sementara,
pemeliharaan tidak mungkin
dilakukan oleh kabupaten.
Nah, ada juga yang sudah
diserahkan oleh pemerin-
tah pusat kepada kabupaten:
Tapi, ketika pengelolaannya
diserahkan kepada PDAM,
juga belum berani meneri-
ma, karena perlu ada per-
baikan. Sehingga sekarang
dianggarkan oleh kabupaten,
sebelum diserahkan kepada
PDAM. “Ini menjadi kendala
tersendiri. Beda masalahnya

ketika pemerintah daerah
sendiri memb:angun, begitu
selesai, diserathkan kepada
PDAM, tidak ‘masalah,” ujar
Geredeg. ‘ : £
Sementara soal pengelo-
laan galian C, ternyata juga
menjadi catatan BPK, sebelum
menahan predikat WTP untuk
Karangasem tahun ini. Pasal-
nya, kata Ger edeg, BPK men-
egaskan bagi. daerah-daerah
yang masih rmemiliki potensi
galian C dan pemanfaatan
potensinya sudah melanggar
tata ruang se:perti yang sudah
lazim terjadi. di Karangasem,
sebagaimarna diatur dalam
perd4, agar siegera dihentikan.
Bahkan, BPK selanjutnya
melarang pemerintah daerah
memungut ‘pajak, dari opera-
sional galian C yang sudah
melanggar perda. Justru se-
harusnya ditertibkan. Seh-
ingga, Gere deg mengaku akan
mengambil. tindakan tegas.
Kalau m emang sudah tidak
berizin, spbagaimana diatur

mulai dari Kecamatan Klungkung. Pendataan menbatkar
perbekel dan lurah. ; -
Kadisbudpar Kabupaten Klungkung Wayan Sujana men
gungkapkan saat ini ada 24 cagar budaya yang terideéntifikas
di Kecamatan Klungkung. Menurutnya, pendataan dimula
10.- 18 Juni. Pendataan terakhir nantinya akan dilakukan d
- Kecamatan Nusa Penida. Nantinya, setiap perbekel dan lurat
menyetorkan data bangunan yang diperkirakan masuk ke da
laxq kategori cagar budaya. “Nanti akan kita kumpulkan dat:
dari perbekel atau lurah masing-masing terkait keberadaar
benda yang diperkirakan termasuk ke dalam benda cagai
budaya. Kita juga menerima usulan dari masyarakat sekitar,’
jelasnya, Kamis (4/6) kemarin. f -

Meski begitu, proses pendataan cagar budaya diperkirakar
akan menghabiskan waktu setahun. Hal inj dilakukan aga
Jangan sampai ada cagar budaya yang tertinggal dalam pen:
dataan, sehingga terbengkalai begitu saja. Rencananya, setelat
pendataan akan dilakukan pengkajian oleh tim ahli caga:
‘budaya. Data yang telah dihimpun saat inventarisasi tahur
ini akan dilanjutkan dengan pengkajian yang diperkirakar
akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016.

Setelah melalui kajian tersebut baru bisa diketahui kategor:
dari cagar budaya tersebut apakah masuk ke dalam caga
budaya kabupaten, provinsi atau nasional. Setelah melalu
pengkajian, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta akan me-
netapkan cagar budaya yang termasuk lingkup kabupaten
Sedangkan untuk cagar budaya provinsi dan nasional akar
diusulkan untuk dilakukan penetapan. Hal ini sesuai dengar
UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. (dwa)
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Pihak Kejaksaan Negeri
Klungkung belum bersikap
untuk melakukan penahanan
%&a’d‘&p Asisten I Pemkab
Klungkung I Wayan Tika dzu
Kadisbudpar Wayan Sug?&a‘. .

Meskipun dalam pengadilan

kasus I Wayan Candra, Rabu

(3/6) lalu, hakim pengadilan

Tipikor sempat memerintah-

kan pihak kejaksaan untuk

melakukan penahgqm' ? :

perlu terhadap kedua pej

‘tersebut karena keduanya dini :
lai ingin menyelamatkan diri. ¥

Kasi Pidsus Kejari Klung- - Kasi Pidsus Kejari Klung-
kung Made Pasek, Kamis (4/6) - kung Made Pasek
kemarin, mengatakan belum e _ W
bisa melakukan penahanan terhadap kedua pejabat tersebut.
‘Hal ini dilakukan kerena status kedua pejabat tersebut masih
sebagai saksi dalam perkara Tim Sembilan dengan terdakwa
Ketut Janapria. Meski demikian, Pasek mengakui dalam mem-
berikan keterangan keduanya terkesan ingin menyelamatkan
diri. Tetapi dalam kasus ini, Pasek mengatakan pihak kejak-
saan masih fokus untuk tuntutan terhadap terdakwa Wayan
Candra. Sementara Tim Sembilan sendiri baru memasuki
pemeriksaan saksi-saksi. PR :

Selain itu, Pasek mengakui belum ada perkembangan baru
terkait kasus tersebut. Termasuk juga untuk status Tika dan
Sujana. Pasek mengatakan tidak mungkin menahan keduanya

| sekalipun ada perintah lisan seperti itu. Karena untuk mena-
han orang harus menjadi tersangka terlebih dulu. Apalagi un-
tuk menahan seseorang, kejaksaan harus punya dasar hukum
yang jelas. “Tidak mungkin kita menahan karena masih saksi,”
ujar pejabat asal Pesaban, Karangasem tersebut. -
| ~ Pasek juga mengakui kalau keduanya termasuk saksi kunci
‘dalam kasus ini. Hanya sempat ada keterangan keduanya tidak
'bersesuaian dengan keterangan terdakwa. Karena itu, keduanya
diminta pengadilan untuk menghadirkan lagi di pengadilan. Su-
Jjana, diakui Pasek, sempat ada keterangan vang tidak bersesua-
ian. Sujana sempat mengaku menerima uang dan diserahkan ke
‘Candra. Hanya Candra tidak mengaku menerima uang tersebut,
begitu juga dengan Anggara Juni Sari yang mantan anak buah
‘Candra. “Nanti di pengadilan, keempatnya akan dihadirkan di
‘pengadilan untuk dikenfrontir,” ujarnya. ‘ .
 Wayan Tika ketika ditemui menolak memberikan komentar.
Ia mengaku taat hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada
proses hukum. Hal yang sama juga dikemukakan Bupati
Klungkung Nyoman Suwirta. Hanya Suwirta berharap kedua
anak buahnya ini tidak sampai terjerat kasus tersebut. Karena
sudah cukup banyak pejabat di Klungkung yang terseret kasus
tersebut. (kmb) - : S
2 250 151 —ealt i
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Penyidik Periksa

Tersangka J agrem

Tabanan (Bali Post) -

Upaya mengungkap aktor yang bertanggung jawab dalam kasus pemerasan
CPNS di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Tabanan gencar
dilakukan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan. Sebelumnya, penyidik telah
melakukan penggeledahan di sejumlah tempat untuk memperkuat bukti, kini
satu per satu tersangka diperiksa. Mantan Kabid Peralatan dan Angkutan DKP -
I Gede Jagrem memenuhi panggllan tim penyidik ke_;aksaan untuk menjalam

selama lima jam. Tak ban-
yak yang dilontarkan Jagrem
usai menjalani pemeriksaan.

 dikonfirmasi terkalt pemer-
iksaan terhadap kliennya

mengatakan, pemeriksaan

_yang dilakukan tim penyidik

‘nah dilakukan sebelumnya.
“Sifatnya hanya mempertegas

pemeriksaan sebelumnya, bah-

kan jumlah pertanyaan sama . tak mengakui perbuatannya. beragam pertayaan oleh
dengan jumlah yang ditanya- - “Itu haknya dia, tetapi akan penyidik kejaksaan. ("
kan sebelumnya, u]arnya kita buktikan di pengadilan,” (kmb28) \ ' 5:“

seputar sistem perekrutan
tenaga kontrak di DKP dan

tentang penilaian kinerja

~man pada asas praduga tak

bersalah. “Prosesnya masih

‘panjang, apalagi belum ada

keputusan. Kami juga akan

Kasi Pidsus Kejaksaan Neg-
eri Tabanan Fatur Rochman
mengatakan tersangka tetap

pemeuksaan. .

‘ Dldampm@ kuasa huku- Terkait materi apa saja  tegasnya. B
mnya, Jagretni datang sekitar yang ditanyakan, Nyoman Ia mengatakan Jagrem di-
pukul 10.00 wita. Ia diperiksa  Nadayana hanya mengatakan periksa perdana dengan s !

tersangka oleh dua penyidi
Setidaknya ada 65 perﬁan-~
yaan yang kembali q,laJ ]

- Namun, sekilas tampak raut pegawai. “Klien saya tetap “Untuk materisaya
wajah kesal saat melihatawak ~ pada jawabannya, karena berkomentar,” ucapnya.™ -
~ media tengah menunggu di memangitu re;llta yang ada,” Dlsmggung mengapatuigb
lobi kejaksaan. “Kenapa berita  ujarnya. dilakukan upaya penahaﬁam
tentang saya selalu dibesar- Disinggung t;entang status  setelah ditetapkan ta‘aangka
:besarkan, celetuknya. tersangka yang telah diberikan  pejabat asal Bojonegoro ini
~ Sementara itu kuasa hu- oleh kejaksaan pada kliennya, hanya mengatakan jika semua
kum Gede Jagrem, Nyoman dirinya hanya menegaskan itu perlu proses. “Pedu proses
~ Nadayana, S. H., M\M., saat jika pihaknya masih berpedo- kalau menahan oring. danx

itu ada syaratnya. Szjaul zlm B
proses terus jalan, jadi li
saja nanti,” jelasnya.

Tak hanya Jagrem, sehari

‘kejaksaan terhadap kliennya membedah pasal 368 untuk sebelumnya tersangka lainnya
“hanyalah untuk mempertegas = melihat unsur pemaksaandan yakni Candra Dewi, Kasubag
‘pemeriksaan yang sudah per- pemerasannya,” ujarnya. Hukum dan Kepegaw

7,5 jam, Candrg Dew f‘

Edisi
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‘Surat Sekda Provinsi Bali

Dituding Bodong

Aset Civic Center
Dipermasalahkan

Denpasar (Bali Post) -

Aset Pemprov Bali berupa Kantor Pos dan Giro serta Gedung Narl Graha di
Civic Center, Renon, Denpasar, kini dipermasalahkan. Pasalnya, ahli waris dari

“almarhum I Gusti Ngurah Togor yang sebelumnya memiliki tanah di dua lokasi
itu, mengaku belum mendapatkan dua bidang tanah pengganti. Sementara

‘melalui surat Sekda Provinsi Bali No. 593/665/PA.Aset menyatakan,
proses tukar-menukar tanah untuk lokasi Civie Centar tembut telah selesai

secara administrasi.

“Surat Sekda ini bodong.
Tanah penggantinya enggak
ada,” war kuasa hukum ahli
waris almarhum I Gusti Ngu-
rah Togor, I Ketut Kesuma,
S.H., saat bertemu Komisi
I DPRD Bali dan Biro Aset
Pemprov Bali di gedung DPRD
Bali, Kamis (4/6) kemarin.

Kesuma menjelaskan, da-
lam surat tertanggal 4 Maret
2014 itu disebutkan bila ta-
nah yang digunakan untuk
Kantor Pos dan Giro adalah
milik Bukti Pemerajan Titih/
Belaluan Banjar Belaluan
Desa Dangin Puri. Tanah ini

mendapat penukar di Subak
Abianbase, Kuta, dengan
Persil 97.a. Sedangkan ta-
nah yang digunakan untuk
Gedung Nari Graha, dalam
surat dikatakan milik I Ren-

tug dari Banjar Sengguan Pa-

gan, Desa Sumerta, Denpasar
Timur, Tanah ini mendapat
penukar di Subak Tebe, Desa
Kapal, Mengwi dengan Persil
87 dan Persil 91. Dengan kata
lain, surat Sekda sama sekali
tidak menyebutkan nama I
Gusti Ngurah Togor sebagai
pemilik ataupun penerima
tanah pengganti.

“Setelah kita telus'uri I
Rentug, ternyata banjarnya
enggak ada. Camat Denpasar
Timur menyatakan Banjar
Sengguan Pagan dan dulu
sampai sekarang tidak ada di
Denpasar Timur. Sedangkan
dari Puri Titih Belaluan, telah
membuat surat pernyataan

‘bahwa tanah yang digunakan
-sebagai Kantor Pos sekarang

memang benar milik I Gusti
Ngurah Togor dan bukan
merupakantandabukthera-
jan Titih Belaluan,” jelas
Kesuma.

Pihaknya pun menylm-

pulkan blla penerima tanah tukar-menukarnya,” ujar

pengganti yang tertulis dalam  Sukertayasa.

surat Sekda h fiktif. Se- Mendengar jawaban i
andainya masalah ini tidak Komisi I DPRD Bali ﬁ;
bisa disele n, lanjut Ke- merasa tidak puas. Pasalnya,

Biro Aset tidak bisa menye-
butkan dengan jelas, ém
penerima tanah pen

dari Pemprov Bali, apakah
sudah benar sesuai dengan I
proses tukar-menukarnya.

“Tanahnya ada enggak itu,
kan itu yang penting. Jadi
biar tidak ngeributin surat, '
terus enggak ada tanahnya.
Kalau sudah ada yang men-
erima, apakah berhak men-
erima itu? Kalau tidak ber-
‘hak, kenapa bapak berikan
itu, kan itu penelusurannya
nanti,” ujar anggota Komisi
I, I Nyoman Adnyana. Dewan
akhirnya memutuskan untuk
mengundang kembali kedua

suma, ahli waris dari Togor
akan menduduki ﬂmbah_u.
Kantor Pos dan Giro serta
Gedung Nari Graha.

~ Sementara itu, pihak Biro
‘Aset Pemprov Bali yang di-
wakili I Made Arbawa dan
Sukertayasa mengakui doku-
men tentang I Gusti Ngurah
Togor memang ada. Namun,
keduanya tidak membawa
dokumen itu ke DPRD Bali
lantaran undangan Dewan
tidak menyinggung soal tanah
milik Togor tersebut. “Secara
administrasi sudah selesai,
namun masalah-masalah
yang baru sekarang muncul
adalah karena masyarakat
pada terjadinya tukar-menu-  belah pihak dengan data yang
kar belum diurus masalah lebihlengkap. (kmb32)
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Labor'an Hasil Pemeriksaan BPK

Untuk Pertama Kali

BERBAGALI terobosan kebijakan
pengelolaan keuangan daerah mengantarkan
Kabupaten Gianyar m Ip(l;d:]ml; Wajar Tanp
Pengecualian (WTP) dari erwakilan Prc
Bali. Opini WTP ini sekaligus menjadi WTP per-
tama yang pernah diraih Kabupaten Gianyar atas
LKPD, di mana sebelumnya hanya meraih opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP). i

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran
2014 dliaera?lkan oleh Kepala BPK Perwaki-
lan Provinsi Bali Arman Syifa kepada Ketua
DPRD Kabupaten Gianyar I Wayan Tagel
Winarta dan Bupati Gianyar Anak Agung Gde
Agung Bharata didampingi Sekda Gianyar Ida
Bagus Gaga Adi Saputra di Ruang Rapat Lan-
tai tiga Kantor BPK Perwakilan Bali, Kamis
(4/6) kemarin. : 1

lam

- kab Gianyar per 31 Desember 2014,
- Realisasi Anggaran, Laporan Arus

- pada tanggal tersebut telah 'me'nyajikanpegéra‘

Bekerja Keras

Lo ’ ] § ; 1
PENGHARGAAN - Kepala BPK Perwakilan Provinsi

Gianyar Raih WTP

Kepala Pérwakﬂan BPK Perwakilan Bah
Arman Syifa menjelaskan, dari LHP Pemer-
intah Kabupaten Gianyar un Anggaran
2014, BPK berpendapat bahwa nerac Pem-

Catatan Keuangan untuk tahun yang b

wajar dalam semua hal material. 9
- “BPK juga mengapresiasi upaya perbaikan
-yang dilakukan oleh Pemkab Gianyar, ¢ na

sebagian besar tindak lanjut atas rekomendasi
BPK telah sesuai dengan action plan yang
dibuat oleh Bupati Gianyar, sehingga LKPD
Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2014
terjadi perbaikan dalam penyajian laporan
keuangan,” ungkap Arman Syifa. $4;
Hal. 23 !

Bali Arman Syifa saat penyerahkan penghargaan ke-

pada Bupati Gianyar Anak

‘didampingi Ketua DPRD
Tagel

Bupati Gianyar Anak Agung Gde
Agung Bharata selepas acara me-

- nyampaikan apresiasi kepada seluruh
Jajarannya dari staf hingga pejabat
| yang telah bekerja keras untuk mem-
perbaiki tata kelola keuangan di Kabu-

paten Gianyar. Bupati Agung Bharata

juga menyampaikan keberhasilan ini
tidak lepas dari dukungan dan komit-
men DPRD Kabupaten Gianyar dalam
mewujudkan pemerintahan yang ber-
sih mulai dari perencanaan, pengang-

Agung Gde Agung Bharata

Kabupaten Gianyar I Wayan
!Vipa\rtg, Ka@k;(#s) kemarin. k :

Bekerja Keras

_garan, dan pengawasannya,

Dengan hasil WTP yang baru -
pertama kali diraih Kabupaten Gian-
yar, diharapkan visi Gianyar Bagus
(b(_ers1h, alami, giat, berbudaya, dan
sejahtera) menuju jagadhita dapat
dirasakan oleh seluruh masyarakat
Gianyar. .

Agung Bharata juga menyampai-
kan opini WTP menjadi motivasi bagi
seluruh jajaran untuk lebih menin-
gkatkan tata kelola keuangan dan

depannya. (ad324)

pemerintah yang lebih baik lagi ke
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i CEGAH KORUPSI -
. Kepala Perwakilan
i BPKP Provinsi Bali,
. Didik Krisdiyanto,

. melakukan pen-

i dampingan dalam
' upaya pencega-

¢ han tindak korupsi
. pada pengelolaan

- keuangan di Ka-

‘ bupaten Gianyar,

* diruang sidang

. Kantor Bupati Gi-

- anyar, Kamis (4/6)

' kemarin.

Wujudkan Tata Kelola yang Baik,
‘Gianyar Gandeng BPKP dan KPK

SETELAH Badan Pemer-
iksa Keuangan (BPK) Provinsi
Bali menyatakan opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) atas
laporan keuangan tahun ang-
garan 2014, Pemkab Gianyar
menerima rombongan Badan
Pengawas Keuangan dan Pem-
bangunan (BPKP) Provinsi Bali
untuk Koordinasi Supervisi dan
Pencegahan (Korsupgah) koru-
psi tahun 2015.

Rombongan diterima Bupati
Gianyar Anak Agung Gde Agung
Bharata, Sekda Ida Bagus Gaga
Adi Saputra, DPRD, pimpinan
SKPD, dan instansi terkait lain-
nya di ruang sidang Kantor Bupati
Gianyar, Kamis (4/6) kemarin.

Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Bali, Didik Krisdiyanto,
menjelaskan maksud dan tujuan
kedatangannya untuk melaku-
kan pendampingan dalam upaya
pencegahan tindak korupsi pada
pengelolaan keuangan di Kabu-
paten Gianyar. Apalagi Kabupat-
en Gianyar telah berhasil masuk
opini WTN. Opini ini meningkat
"dari tahun lalu di mana Kabu-
paten Gianyar memperoleh opini
pemeriksaan Wajar Dengan
Pengecualian (WDP).

Dikatakannya, dalam Kor-
supgah 2015, pemantauan akan
difokuskan pada pengelolaan
APBD mulai dari perencanaan
dan pelaksanan anggaran, dana
hibah dan bansos, pengadaan
barang dan jasa serta Pendapa-
tan Asli Daerah (PAD).

“Kami harap kerja samanya
untuk memberikan informasi
dan data yang terbuka sehingga
dapat dilakukan tindak pence-
gahan korupsi. Kami datang

untuk pencegahan, bukan untuk
penindakan,” tegasnya.
Diharapkan dengan pen-
dampingan ini, opini WTP ke
depan bisa. dipertahankan di
Kabupaten Gianyar. Pelaksa-
naan Korsupgah di Kabupaten
Gianyar dilaksanakan mulai
Juni—Juli 2015 selama 25 hari
dan semiloka pada bulan Okto-
ber dengan mengundang ang-
gota dewan, LSM, dan sejumlah
elemen masyarakat. Setelah dua
minggu pelaksanaan Korsupgah,
BPKP bersama KPK melaksana-
kan diskusi pada masing-masing
bidang tentang risiko-risiko dan
upaya pengendalian. ’
Sementara Bupati Agung
Bharata dalam kesempatan itu
mengatakan, Pemkab Gianyar
mempunyai komitmen untuk
selalu patuh dan taat pada
peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Terlebih Kabupat-
en Gianyar telah meraih opini
WTP atas laporan keuangan
Tahun Anggaran 2014.
Komitmen untuk mewujud-
kan tata kelola keuangan yang
lebih baik akan terus dilaku-
kan dengan berbagai pihak
sehingga visi Gianyar BAGUS
(Bersih, Alami, Giat, Berbudaya-
dan Sejahtera) menuju Jaga-
dhita dapat dirasakan seluruh
masyarakat Gianyar
“Atas pemantauan, pembi-
naan, serta koreksi terhadap
pelaksanaan APBD Kabupaten
Gianyar, kami bersama seluruh
jajaran berkomitmen melaku-
kan perbaikan demi mewujud-
kan tata kelola pemerintahan
yang bersih,” ungkap Bupati
Agung Bharata. (ad322)
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